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1.

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

bahwa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2011 telah ditetapkan dengan Nomor 61 Tahun 2010;

bahwa pada tanggal 26 Oktober 2010 telah terjadi bencana alam
meletusnya Gunung Merapi yang menyebabkan terhentinya salah satu
kegiatan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2010 dan akan dilanjutkan pada
Tahun Anggaran 2011, sehingga diperlukan perubahan Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan
Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 61 Tahun
2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2011;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo.
Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa
Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor
43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);



2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985
tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun
1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3688);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya
Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan
Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3693);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119,
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4575);
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Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan  Pemerintah  Nomor 21  Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan
Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4829);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerabh;

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4
Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007
Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8
Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010
Nomor 8);

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14
Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2011,

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 61 Tahun
2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 61);



MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 61 TAHUN
2010 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011.

Menetapkan

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 mengalami perubahan dengan
rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan

a. Semula Rp. 1.419.475.100.223,00

b.  Bertambah/(berkurang)

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan

Rp. 0,00

Rp. 1.419.475.100.223,00

2. Belanja
a. Semula Rp. 1.590.785.711.143,00
b.  Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 1.590.785.711.143,00

Surplus/(Defisit) setelah Perubahan Rp. (171.310.610.920,00)

3. Pembiayaan
a. Penerimaan

1) Semula Rp. 203.425.610.920,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 2.147.328.571,00
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 205.572.939.491,00

b. Pengeluaran

1) Semula Rp. 32.115.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 2.147.328.571,00

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 34.262.328.571,00
Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan Rp. 171.310.610.920,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 0,00




Pasal 2

Penjabaran Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan ini.

Pasal 4

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan
dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, Peraturan Gubernur tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 dan Dokumen
Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2011
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 25 JANUARI 2011

Diundangkan di Yogyakarta

pada tanggal 25 JANUARI 2011 GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, ttd

ttd HAMENGKU BUWONO X

TRI HARJUN ISMAJI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2011 NOMOR 5

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001




LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 5 TAHUN 2011
TANGGAL 25 JANUARI 2011
Urusan Pemerintahan 1.20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN
Organisasi SKPD 1.20.09 PPKD / BUD
KODE REKENING URAIAN JUMLAH Bertambah/Berkurang PENJELASAN
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan (Rp) %
1 2 3 4 5 6 7
120 1 20 09 00 00 4 PENDAPATAN Rp 714,542,342,916.00 | Rp 714,542,342,916.00 | Rp - 0.00 Lihat Peraturan Gubernur DIY Nomor : 61 Tahun 2010
120 1 20 09 00 OO0 5 BELANJA Rp 405,678,914,422.00 | Rp 405,678,914,422.00 | Rp - 0.00 Lihat Peraturan Gubernur DIY Nomor : 61 Tahun 2010
120 1 20 09 00 00 5 BELANJA TIDAK LANGSUNG Rp 405,678,914,422.00 | Rp 405,678,914,422.00 | Rp - 0.00 Lihat Peraturan Gubernur DIY Nomor : 61 Tahun 2010
120 1 20 09 00 OO0 5 2 BELANJA LANGSUNG Rp - Rp - Rp - 0.00 Lihat Peraturan Gubernur DIY Nomor : 61 Tahun 2010
120 1 20 09 00 OO0 6 PEMBIAYAAN Rp 171,310,610,920.00 | Rp 171,310,610,920.00 | Rp - 0.00
120 1 20 09 00 OO0 6 1 Penerimaan Pembiayaan Daerah Rp 203,425,610,920.00 | Rp 205,572,939,491.00 | Rp 2,147,328,571.00 1.06
120 1 20 09 00 00 6 1 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Rp 184,394,541,896.00 | Rp 186,541,870,467.00 | Rp 2,147,328,571.00 1.16
120 1 20 09 00 00 6 1 5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Rp 17,915,000,000.00 | Rp 17,915,000,000.00 | Rp - 0.00 Lihat Peraturan Gubernur DIY Nomor : 61 Tahun 2010
120 1 20 09 00 00 6 1 7 Penerimaan dari Biaya Penyusutan Kendaraan Rp 1,116,069,024.00 | Rp 1,116,069,024.00 | Rp - 0.00 Lihat Peraturan Gubernur DIY Nomor : 61 Tahun 2010
120 1 20 09 00 OO0 6 2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah Rp 32,115,000,000.00 | Rp 34,262,328,571.00 | Rp 2,147,328,571.00 6.69
120 1 20 09 00 00 6 2 2 Penyertaan Modal (Investasi) Penerimaan Daerah Rp 2,000,000,000.00 | Rp 2,000,000,000.00 0.00 Lihat Peraturan Gubernur DIY Nomor : 61 Tahun 2010
120 1 20 09 00 00 6 2 4 Pemberian Pinjaman Daerah Rp 30,115,000,000.00 | Rp 30,115,000,000.00 0.00 Lihat Peraturan Gubernur DIY Nomor : 61 Tahun 2010
120 1 20 09 00 00 6 2 5 Penyelesaian Kegiatan DPA-L Rp - Rp 2,147,328,571.00 | Rp 2,147,328,571.00 100.00 Lanjutan Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit
Pembiayaan Neto Rp 171,310,610,920.00 | Rp 171,310,610,920.00 | Rp -

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.8S.
NIP. 19640714 199102 1 001
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